BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga adalah dengan perlindungan dari pihak keluarga,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak
lainnya balk sementara maupun berdasarkan Penetapan Perintah
Perlindungan dari pengadilan. Perlindungan hukum terhadap istri yang
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dengan
diberikannya Pelayanan Kesehatan sesual kebutuhan medis dan
pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesua ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta
adanya pelayanan bimbingan rohani terhadap korban. Perlindungan hukum
yang dapat diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan oleh
suami dapat dilihat dalam Pasal 16 sampa dengan Pasal 38 Undang
undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang isinya memberikan perlindungan terhadap istri
korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses persidangan dan
proses pendampingan.

2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai
korban kekerasan dalam rumah tangga adalah antara lain korban tidak

pernah melaporkan yang dialaminya pada orang lain, karena merasa tidak
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tega dan banyak alasan lain untuk melaporkan suaminya kepada pihak
yang berwajib, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa setelah mengetahui
ada istri yang diperlakukan kejam oleh suami, karena persoalan tersebut

adalah persoalan pribadi.

B. Saran

1. Adanyaoptimalisasi peraturan-peraturan yang ada di samping KUHP, agar
apa yang telah diatur mengenai tindak kekerasan dalan rumah tangga imi
dapat berfungsi dengan baik didukung dengan alat-aat bukti yang
memperkuat.

2. Diharapkan ancaman sanksi pidana di dalam KUHP disesuaikan dengan
akibat yang timbul dari kekerasan tersebut

3. Pengetahuan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan
penegak hukum perlu ditingkatkan, seperti Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Terutama
bagi hakim yang memiliki keleluasaan dalam memberikan sanks pidana
pada terdakwa dari sanksi minimal umum sampai minimal Kkhusus,
sehingga sanksi pidana yang diberikan tersebut sesuai dan memenuhi rasa
keadilan.

4. Masyarakat harus berperan, apabila ada tindak kekerasan dan melihatnya,
diharapkan langsung melaporkan, sehingga dapat segera diproses dan
barang bukti belum sampai hilang, ini memudahkan dalam penanganan

kasus.
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